BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1162 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUATAN INOVASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama
Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat
perwujudan masyarakat Kabupaten Garut yang maju, mandiri,
berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya
dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah
melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK);

b. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi masyarakat dan
pemerintahan yang inovatif sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu adanya sistem inovasi daerah Kabupaten Garut
dalam bidang perencanaan untuk memperkuat penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penguatan Inovasi Bidang Perencanaan
Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4219);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite
Inovasi Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN INOVASI

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

L,

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Garut.
Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang
bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan
proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang
dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan,
lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat
di daerah.

Metaplan adalah sebuah metode moderasi fasilitasi dalam bentuk kartu dengan
berbagai bentuk dan warna yang berfungsi untuk menuangkan gagasan, ide dari
peserta pelatihan/forum diskusi yang kemudian dari gagasan itu didapatkan
sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang didiskusikan.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan
dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan
peningkatan mutu kehidupan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut yang
selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Garut adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Garut untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat
RKPD Kabupaten Garut adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut untuk periode 1 (satu) tahun.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup penguatan SIDa Kabupaten Garut, meliputi:
a. Metaplan; dan
b. Garut Plan.

BAB III
METAPLAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Inovasi metaplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan
melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. makro screening;
b. makro skoring; dan

c. matrik kegiatan.

Bagian Kedua
Makro Screening

Pasal 4

(1) Makro Screening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk
menyeleksi dari sekian banyak program dari tingkat kecamatan berdasarkan
Desa atau Kelurahan dan tingkat Desa berdasarkan dusun.

(2) Penseleksian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai
4 (empat) bidang, yaitu:

a. bidang infrastruktur;
b. bidang ekonomi;
c. bidang sosial; dan

d. bidang pemerintahan.

Bagian Ketiga
Makro Skoring

Pasal 5

(1) Setiap item program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya disusun
melalui tahapan makro skoring.

(2) Makro skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan 5 (lima)
kategori, yaitu:

a. nilai ekonomi dan daya beli;
b. nilai kesehatan;

c. nilai pendidikan;
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d. nilai sosial budaya dan kemasyarakatan; dan
e. nilai lingkungan hidup.

(3) Skoring yang digunakan untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

a. skor 5, yaitu kegiatan yang memenuhi 5 (lima) kategori dan dikategorikan
sangat penting;

b. skor 4, yaitu kegiatan yang memenuhi 4 (empat) kategori dan dikategorikan
penting;

c. skor 3, yaitu kegiatan yang memenuhi 3 (tiga) kategori dan dikategorikan
cukup penting;

d. skor 2, yaitu kegiatan yang memenuhi 2 (dua) kategori dan dikategorikan
kurang penting; dan

e. skor 1, yaitu kegiatan yang memenuhi 1 (satu) kategori dan dikategorikan
tidak penting.

Bagian Keempat
Matrik Kegiatan

Pasal 6

Matrik kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ merupakan hasil
akhir dari pelaksanaan makro screnning dan makro skoring.

BAB IV
GARUT PLAN

Pasal 7
[novasi Garut Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa:
a. aplikasi “Garut Plan”; dan

b. program Amazing Garut.

Pasal 8

(1) Aplikasi Garut Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sistem
aplikasi berbasis teknologi informasi secara online untuk mendukung proses
penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga proses perencanaan pembangunan mulai dari
pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang
akurat, relevan serta tepat waktu.

(2) Program Amazing Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
bertujuan memiliki dampak dan daya ungkit yang cukup besar terhadap
kesejahteraan masyarakat.

(3) Program Amazing Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai acuan
prioritas pembangunan di Kabupaten Garut yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.



